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BAB III 

PROBLEMATIKA PERKREDITAN DI PNPM MANDIRI 

KECAMATAN PONTANG 

 

A. Proses Pengajuan Kredit di PNPM Mandiri  Pontang 

Pengajuan menurut Chaniago adalah dokumen yang 

berisi nama barang atau jasa, spesifikasi dan jumlah barang atau 

jasa yang disiapkan oleh kordinator kegiatan untuk langkah-

langkah mengambil suatu barang atau jasa. 

Kredit berasal dari bahasa Italia, Credere, yang artinya 

kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa akan 

mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan 

perjanjian kedua belah pihak. Dalam hal ini kreditur percaya 

bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak. 

Pengertian kredit menurut Undang-undang nomor 10 

tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau 

tagiahan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 



38 

 

yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga
1
. 

Definisi lain tentang kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan-tagihan yang dapat di persamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain, yang mana pihak tersebut berkewajiban melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga 

yang di tetapkan
2
. 

Dari pengertian kredit diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang 

atau jasa) kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian 

secara mengangsur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah 

imbalan bunga yang ditetapkan.  

Kata kredit dapat diartikan “meminjam sejumlah uang 

kepada seseorang dimana uang tersebut akan dikembalikan 

dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu” atau 

“membeli barang dengan cara mencicil”. Pengertian kredit 

dalam pasal 1 butir 11 UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan 

                                                             
1
 Kasmir, Manajement Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Edisi 

Revisi ke 9, hal 73 
2
 Thomas Suyatno, dkk, Kelembagaan Perbankan (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 1997) cet 1, h. 45 
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atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan 

(selanjutnya disingkat dengan UU Perbankan), kredit diartikan 

sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pembagian bunga.
3
 

Sedangkan pengertian kredit macet adalah kredit yang 

tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum juga 

dapat diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan
4
. Menurut 

Dahlan Siamat, kredit macet adalah kredit yang mengalami 

kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor kesengajaan atau 

karena kondisi diluar kemampuan debitur. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit 

macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang 

mempunyai kriteria yang kurang lancar, yang disebabkan karena 

mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor 

tertentu. 

                                                             
3 Evi Ariyani, Hukum Perjanjian,  (Yogyakarta, Anggota IKAPI 2013) 

h.59 
4
 Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar dan Teknik Management 

Kredit,(Jakarta: Bumi Aksara, 1993), cet 1, h. 57 
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Oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan 

dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, 

penentuan suku bunga, prsedur pemberian kredit, analisis 

pemberian kredit sampai kepada pengembalian kredit yang 

macet. Kegiatan pengelolaan kredit dikenal dengan istilah 

manajemen kredit
5
.   

Perjanjian kredit pinjaman berupa uang bersifat riil, 

dalam jangka waktu tertentu.Penentuan jangka waktu tersebut 

tergantung pada keinginan dan kemampuan debitur.Semakin 

lama jangka waktu kredit maka angsuran semakin kecil 

sebaliknya semakin pendek jangka waktu kredit maka semakin 

besar angsuran yang harus dibayar.Perjanjian ini bisanya dibuat 

dalam sepihak dan nasabah tinggal menyetujui perjajian atau 

menolak perjanjian.
6
  

Dasar hukum utang piutang (kredit) terdapat dalam al-

Qur’an dan Hadits. Dalil yang terdapat dalam al-Qur’an adalah 

QS. Al-Hadid 11: 

                                                             
5
 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), cet ke 1, h. 201 
6
 Evi Ariyani, Hukum Perjanjian,  (Yogyakarta, Anggota IKAPI 2013) 

h.59-61 
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يُ قْرِضُ الَله قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَأعِفُهُ لَهُ وَلَهُ  مَنْ ذَا الَّذِىْ 
 (11:اَجْركًرىِْم )الحدىد 

Artinya: 

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah 

pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan 

(balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan 

memperoleh pahala yang banyak.” ( QS. Al-Hadid: 11)
7
 

 

Pada proses pengajuan kredit ini diharuskan 

mengajukan surat permohonan pinjaman atau kredit kepada 

pengurus atau Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan 

melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan 

oleh pihak UPK yaitu sebagai berikut:
8
 

1. Surat Permohonan Kredit 

2. Profil Kelompok 

3. Rencana Kegiatan Kelompok (RKK) 

4. Daftar Usulan Kelompok SPP 

5. Pernyataan Tanggung Renteng 

6. Surat Pernyataan Peminjam 

7. Surat Pernyataan dari Kepala Desa 

                                                             
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

(Bandung:Diponegoro, 2005), h.538 
8 Wawancara di Kantor UPK dengan Bapak Fauzi sebagai Ketua UPK 

PNPM Kecamatan Pontang, pada Tanggal 19 September 2019 Pukul 14.00.15.00 

WIB 



42 

 

8. Rencana Angsuran Kredit Anggota (RAK) 

9. Rencana Pengembalian Kredit Kelompok (RPK) 

10. Fotocopy KTP masing-masing Anggota kelompok 

11. Fotocopy Tabungan Kelompok 

Pengajuan pinjaman harus dilakukan di kantor Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK) setiap jam kerja atau jadwal kerja 

yang telah ditentukan. kelompok mengajukan surat 

permohonan pinjaman atau kredit secara tertulis yang 

formatnya telah ditentukan oleh pihak UPK, kemudian surat 

permohonan tersebut diserahkan kepada pihak UPK dengan 

pertimbangan tertentu sehubungan dengan pengembangan 

usahanya. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

sebelum mendapatkan pinjaman kredit, kelompok atau 

anggota harus mengajukan permohonan kredit secara terulis 

kepada pihan UPK. Hal ini dapat dilihat dari satu kelompok 

usaha yang seharusnya menyatakan bahwa sebelum 

mendapatkan pinjaman kredit setiap kelompok atau anggota 

peminjam harus mengajukan permohonan kredit terlebih 

dahulu. 
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Hal tersebut dapat dinyatakan oleh Bapak Fauji S. E 

selaku ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Desa 

Sukanegara Kecamatan Pontang. Bahwa setiap kelompok atau 

anggota peminjam harus membuat surat permohonan kredit 

terlebih dahulu sebelum mendapatkan pinjaman kredit
9
. 

Dalam melakukan kredit ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan dan yang paling utama adalah barang dan harga 

yang jelas serta waktu pembayaran yang jelas. Karena apabila 

tidak ada kejelasan  dalam sistem kredit, maka transaksi 

menjadi haram karena ada unsur jahalah (ketidakjelasan dalam 

sebuah transaksi). 

Adapun syarat dari kredit antara lain sebagai berikut: 

1. Adanya pihak yang memberikan pinjaman dari pihak yang 

menerima pinjaman yang memiliki kecakapan untuk 

melakukan tindakan hukum. 

2. Barang yang dipinjam disyaratkan berbentuk barang yang 

dapat ditukar atau yang dapat diketahui nilai tukarnya.  

                                                             
9
http://pnpm-mp-banten.blogspot.com/2009/04/profil-pnpm-mandiri-

perdesaan-kecamatan-pontang .html 
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3. Adanya lafaz atau akad, yaitu pernyataan ijab qabul dari 

kedua belah pihak yaitu peminjam dan penerima 

pinjaman.
10

 

Akad Pinjam-meminjam pada kegiatan PNPM-mandiri 

Perdesaan dalam hukum islam sama halnya dengan Al-Qardh. 

Sebagiamana telah diatur dalam Fatwa DSN No.19/DSN-

MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh, dijelaskan bahwa Al-Qardh 

adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (Muqtaridh) 

yang memerlukan. Adapun Qardh menurut Etimologi, berarti 

potongan. Harta yang dibayarkan kepada Muqtaridh (yang 

diajak akad qardh) dinamakan qardh, sebab merupakan 

potongan dari muqridh (orang yang membayar). Secara bahasa 

Al-Qardh berarti Al-Qath (terputus). Harta yang diutangkan 

kepada pihak lain dinamakan Qarth karena ia terputus dari 

pemiliknya. 

Definisi Al-Qardh (utang-piutang) yang berkembang di 

kalangan puqaha adalah penyerahan (kepemilikan) harta Al-

Misliyat kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau 

dengan pengertian lain, suatu yang bertujuan untuk menyerahkan 

                                                             
10

 Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar dan Teknik Management Kredit, 

Jakarta: Bumi Aksara, 1993, cet 1, h. 86 
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harta misalnya kepada pihak lain untuk dikembalikan yang 

sejenis dengannya.12 Jadi dapat kita bedakan dengan Ariyah, 

dilihat dari segi perbedaannya Ariyah hanyalah pemberian 

manfaaat dari penggunaan suatu barang yang dipinjam, seperti 

meminjam motor untuk dipakai kemudian dikembalikan lagi. 

Jika rusak harus diganti dengan seharganya atau barang lagi. 

Sedangkan Qardh adalah mengutang barang yang statusnya 

menjadi milik yang berutang dan statusnya harus dikembalikan 

atau di bayar dengan barang yang serupa seperti meminjam 

uang. Dengan demikian, bahwa akad pinjam meminjam yang 

dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pontang pada PNPM-

Mandiri Perdesaan ini merupakan akad al-Qardh, karena objek 

pinjam-meminjamnya berupa uang yang dikemudian dibayarkan. 

Anjuran utang piutang atau pinjam meminjam dalam 

kebaikan di dalam ajaran islam tentunya yang dapat 

mengandung manfaat, walaupun dalam bentuk bantuan. 

Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya 

hutang piutang ialah sebagaimana firman Allah berikut ini:
11

 

                                                             
11

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

(Bandung:Diponegoro, 2005), h.40 
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Artinya “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada 

Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan 

Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran 

kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”. (QS. al-Baqarah: 

245)  
 

Dari pandangan Hukum Islam, utang-piutang memiliki 

fleksibilitas, yaitu tergantung situasi dan toleransi. Namun pada 

umumnya, memberi utang hukum nya sunnah. Akan tetapi, 

memberi utang atau pinjaman hukum nya bisa menjadi wajib 

ketika diberikan kepada seseorang yang membutuhkan, seperti 

memberi hutang kepada tetangga karena keluarganya sakit parah 

dan tidak mampu berobat. Memberi hutang bisa menjadi haram, 

misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam 

ajaran Islam, seperti untuk membeli minuman keras, menyewa 

pelacur dan sebagainya.
12

 

Dalam proses pinjaman di PNPM mandiri Riba dapat 

timbul dalam perjanjian dan dapat pula timbul dalam 

perdagangan (riba bai‟). Riba bai‟ terdiri dari dua jenis yaitu 

                                                             
12

Andre. Pujianto. Pengertian Hukum Utang Piutang dalam Islam,: 

https://dalamislam.com/landasan-agama/aqidah/hutang-dalam-islam,(Diakses 

pada tanggal 5 Desember 2017 pukul 14.52 WIB). 
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riba karena pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya tidak 

seimbang (riba fadl) dan riba karena pertukaran barang sejenis 

dan jumlahnya dilebihkan karena melibatkan jangka waktu). 

Riba berarti tambahaan yaitu pembayaran “premi” atas setiap 

jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun 

perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada 

pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok yang 

ditetapkan sebelumnya. Secara teknis riba berarti pengembalian 

tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, dikatakan 

batil karena pemilik dana mewajibkan peminjaman untuk 

membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan 

apakah peminjam mendapatkan keuntunan atau mengalami 

kerugian.
13

 

Riba bisa diklasifikasikan menjadi : Riba al-fadhl, , riba 

annasi‟ah. Berikut penjelasan lengkap masing-masing jenis- 

jenis riba: 

a. Riba Al-Fadhl 

Riba fadhl yaitu pertukaran barang ribawi. Riba fadhl 

diartikan sebagai penukaran barang yang sejenis tetapi 

                                                             
13

 Ascarya. Akad & Produk BankSyariah. (Jakarta: Rajawali Pers. 2011) 

h.13 
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kualitasnya berbeda.
14

 Islam telah mengharamkan jenis riba 

ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang 

akan jatuh ke dalam riba yang hakiki yaitu riba an-nasi‟ah 

yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat Arab. Dalam 

konteks inilah Rasulullah saw bersabda: ”janganlah kalian 

menjual satu dirham dengan dua dirham sesungguhnya saya 

takut terhadap kalian dengan rima, dan rima artinya riba’. 

Termasuk dalam riba ini adalah riba qardh, yaitu seseorang 

memberi pinjaman uang kepada orang lain dan ia memberi 

syarat supaya si pengutang memberinya manfaat seperti 

menikahi anaknya, atau membeli barang darinya, atau 

menambah jumlah bayaran dari utang pokok. 

b. Riba An –Nasi’ah 

Riba nasi’ah adalah tambahan yang disyaratkan 

kepada yang berutang dari orang yang mengutangkan 

sebagai imbangan penundaan pembayaran utang. 
15

 Riba jenis 

inilah yang terkenal di zaman jahilia. Salah seorang dari 

                                                             
14 Muhammad Ghafur w, Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim 

Indonesia, h. 33 
15

 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta, (RajaGrafindo Persada 

2016).h. 243 
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mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu 

tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu 

dalam setiap bulannya sedangkan modalnya tetap dan jika 

sudah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika 

belum sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan 

ditambah
16

. Riba dalam jenis transaksi ini merupakan praktek 

riba nyata sangat jelas dan tidak perlu diterangkan sebab 

semua unsur dasar riba telah terpenuhi semua seperti 

tambahan dari modal, dan tempo yang menyebabkan 

tambahan. Ini dilarang dalam Islam sebab dianggap sebagai 

penimbun kekayaan secara tidak wajar karena mendapat 

keuntungan tanpa melakukan usaha, pekerjaan dan kebaikan. 

17Berdasarkan penjelasan tersebut, riba jenis ini merupakan 

riba yang paling berat. Sebab, seseorang yang dibebani utang 

dan adanya bunga pembaran utang, setelah jatuh tempo yang 

berutang belum bisa melunasi maka jumlah dan waktu akan 

ditambah lagi. Ini berari bahwa didalam riba ditambah lagi 

riba. 

                                                             
16

 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi 

Dalam Fiqh Islam (Jakarta: Amzah, 2010), h. 222 
17

 Idris, Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi (Jakarta: 

Prenadamedia, 2015), h. 194-195 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Kredit 

Dalam pelaksanaan kredit ini ada beberapa jenis yang di 

biayai oleh PNPM Mandiri diantaranya: 

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar yang 

dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka 

panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin dan rumah 

tangga miskin. 

2. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan 

pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan 

keterampilan masyarakat (pendidikan nonformal). 

3. Kegiatan peningkatan kapasitas atau keterampilan kelompok 

ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan 

dengan produksi berbasis sumberdaya lokal (tidak termasuk 

penambahan modal). 

4. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok 

perempuan (SPP)
18

. 

Sistem pengembalian pinjam kredit dilakukan secara 

langsung oleh kelompok kepada UPK sesuai jadwal dan jumlah 

                                                             
18

http://pnpm-mp-banten.blogspot.com/2009/04/profil-pnpm-mandiri-

perdesaan-kecamatanpontang .html 
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angsuran yang telah ditetapkan atau disepakati
19

. Sebagaimana 

kasus tersebut terjadi pula di desa Sukanegara. Di desa 

Sukanegara tersebut adalah akad kredit yang dilakukan antara 

masyarakat desa Sukanegara yang membutuhkan uang atau dana 

baik uang tersebut digunakan digunakan untuk kebutuhan 

konsumsi seperti makan, pakaian atau digunakan untuk berobat 

atau biaya sekolah, dan adapula uang tersebut digunakan untuk 

usaha atau berdagang dan bercocok tanam (tani). Dan akad 

tersebut dilakukan antara masyarakat desa Sukanegara dengan 

pihak kreditor. 

Dalam sebuah perjanjian dapat dipastikan bahwa yang 

tertuang didalamnya telah disepakati dan sudah sesuai dengan 

kehendak masing-masing pihak yang sedang melakukan 

perjanjian. Setelah adanya perjanjian maka timbul lah akibat 

hukum yang melekat pada masing-masing pihak sesuai dengan 

akad yang telah dilakukan. 

Dalam al-Qur‟an ada dua istilah yang berhubungan 

dengan perjanjian, yaitu al-„aqdu (akad) dan al-„ahdu (janji). 

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. 

                                                             
19

 Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar dan Teknik Management Kredit, 

h. 73 
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Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau 

mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya 

pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi 

seperti seutas tali yang satu. Para ahli hukum Islam (jumhur 

ulama) memberikan definisi akad sebagai “Pertalian antara ijab 

dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan 

akibat hukum terhadap objeknya”
20

 

Sedangkan menurut istilah fiqh, secara umum akad 

adalah sesuatu yang menjadi tekad seseporang untuk 

melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, 

talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti 

jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti 

keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan 

kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) 

dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.
21

 

a. Unsur-Unsur Akad 

1) Pertalian Ijab dan Qabul 

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) 

untuk melakukan sesuatu.Qabul adalah pernyataan menerima 

                                                             
20

 Dewi, Gemala,Widyaningsih, &Yeni Salma Barlinti.Hukum Perikatan 

Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2006) h. 45-46 
21

 Ascarya. Akad & Produk BankSyariah. (Jakarta: Rajawali Pers. 2011) 

h.35 
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atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya 

(qaabil). Ijab dan qabul ini harus ada dalam melaksanakan 

suatu perikatan .
22

 

2) Dibenarkan Oleh Syara’ 

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan 

syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam al-

Qur’an dan Nabi Muhammad dalam hadits. Pelaksanaan 

akad, tujuan akad maupun objek akad tidak boleh 

bertentangan dengan syari’ah, jika bertentangan akan 

mengakibatkan akad itu tidak sah.
23

 

3) Mempunyai Akibat Hukum Terhadap Objeknya 

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum 

(tasharruf), adanya akad menimbulkan akibat hukum 

terhadap objek hokum yang diperjanjikan oleh para pihak 

dan juga memberi konsekuensi hak dan kewajiban yang 

mengikat para pihak.
24

 

 

                                                             
22 Dewi, Gemala,Widyaningsih, &Yeni Salma Barlinti Hukum Perikatan 

Islam di Indonesia.h. 48 
23 Dewi, Gemala,Widyaningsih, &Yeni Salma Barlinti.Hukum Perikatan 

Islam di Indonesia. h.48 
24

 Dewi, Gemala,Widyaningsih, &Yeni Salma Barlinti.Hukum Perikatan 

Islam di Indonesia. h.49 



54 

 

b. Rukun dan Syarat Akad 

1. Rukun Akad 

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat 

rukun dan syarat yang harus dipenuhi.Secara bahasa, 

rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu 

pekerjaan.Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, 

petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan .
25

 

Menurut ulama Hanafiah sebagaimana yang 

dikutip oleh Muslich bahwa rukun akad ada dua macam, 

yaitu ijab dan qabul. Sedangkan unsur-unsur yang lain 

yang menjadi penopang terjadinya akad, seperti objek 

akad dan pelaku akad, merupakan sesuatu yang secara 

otomatis harus ada untuk pembentukan akad, namun 

tidak menjadi rukun akad. 

Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun 

yang membentuk akad ada 4 yaitu: 
26

 

1. Para pihak yang membuat akad (al – aqd) 

2. Pernyataan kehendak para pihak (sighat al – aqd)  

                                                             
25 Dewi, Gemala,Widyaningsih, &Yeni Salma Barlinti.Hukum Perikatan 

Islam di Indonesia. h.49 
26

 A.Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta : PT Gramedia 

Pustaka Utama, 

2012, h.395-398. 
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3. Objek akad (mahallul aqd) 

4. Dan tujuan akad (maudu’ al-aqd) 

Beberapa unsur dalam akad yang kemudian dikenal 

sebagai rukun tersebut masing-masing membutuhkan syarat 

agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar pihak. Beberapa 

syarat tersebut meliputi :  

a) Syarat terbentuknya akad, dalam Hukum Islam syarat ini 

dikenal dengan nama al-syuruth al-in’iqad. Syarat ini 

terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-

rukun akad, ialah :  

- Pihak yang berakad (aqidain), disyaratkan tamiz 27dan 

berbilang.  

- Shighat akad (Pernyataan kehendak): adanya kesesuaian 

ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan 

dalam satu majelis akad.  

- Obyek akad: dapat diserahkan, dapat ditentukan dan 

dapat ditranskasikan (benda yang bernilai dan dimiliki).  

- Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara‟. 

b) Syarat Keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang 

dapat mengabsahkan akad setelah syarat in’iqad tersebut 

                                                             
27

 Tamiz adalah tahapan umur manusia yang sudah mencapai kondisi 

kejiwaan di mana seseorang mampu membedakan antara manfaat-madlarat, baik-

buruk dan lain-lain akan tetapi ia belum sampai pada batasan baligh.   
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dipenuhi. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa 

persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka 

akad sudah terwujud. Akan tetapi ia belum dipandang 

syah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang 

terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu :  

- Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara 

bebas. Maka jika pernyataan kehendak tersebut 

dilakukan oleh para pihak yang berakad.  

- Bebas dari riba  

Empat syarat keabsahan tersebut akan menentukan 

syah tidaknya sebuah akad. Apabila sebuah akad tidak 

memenuhi empat syarat tersebut, meskipun rukun dan syarat 

in’iqad sudah terpenuhi, akad tidak syah dan disebut sebagai 

akad fasid. Menurut ahli hukum Hanafi, akad fasid adalah 

akad yang menurut syara‟ syah pokoknya, tetapi tidak syah 

sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi 

rukun ada syarat terbentuknya, telah memenuhi rukun dan 

syarat terentuknya, tetapi belum memenuhi syarat 

keabsyahnnya.
28
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Akad fasid oleh Ulama’ Hanafi dibedakan dengan 

akad batil. Di mana akad batil adalah akad yang tidak 

memenuhi pokok dan sifatnya. Berbeda dengan Hanafi, Ahli 

Hukum sunni tidak membedakan antara akad bathil dan akad 

fasid. Keduanya sama-sama merupakan akad tidak syah dan 

tidak ada wujudnya serta tidak mempunyai konskuensi 

hukum yang berbeda.
29

 

c) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (al-Syuruth an-

Nafadz), adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar 

akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. 

Syarat-syarat tersebut adalah:  

- Adanya kewenangan sempurna atas obyek akad, 

kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki 

kewenangan sempurna atas obyek akad, atau para pihak 

merupakan wakil dari para pemilik obyek yang 

mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada obyek 

tersebut tidak tersangkut hak orang lain. Contoh Pemilik 

barang yang sedang digadaikan. tindakan hukum pemilik 

barang terhadap barang yang sedang digadaikan 
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tergantung pada ratifikasi penerima  gadai. Ia tidak 

memiliki kewenangan sempurna atas barangnya yang 

sedang digadaikan. Demikian juga tindakan hukum dari 

seorang yang dijadikan wakil orang lain untuk 

menjualkan barangnya. Wakil tidak mempunyai 

keweangan sempurna atas barang orang yang 

mewakilkan. Tindakan hukum dia mauquf pada ratifikasi 

pemilik barang tersebut.  

- Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang 

dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak 

yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang 

mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang 

dibutuhkan. Tindakan hukum anak kecil dianggap 

mauquf di kekuasaan walinya. Artinya ia baru dianggap 

memiliki implikasi hukum jika tindakannya atas seizin 

wali.
30

 

d) Syarat Mengikat (al-Syuruth al-luzum), sebuah akad yang 

sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam 

syarat sebagaimana yang dijelaskan di atas, belum tentu 
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membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang 

telah melakukan akad. Ada persyaratan lagi yang 

menjadikannya mengikat, diantaranya:  

- Terbebas dari sifat akad yang sifat ashlinya tidak 

mengikat kedua belah pihak (meskipun mengikat bagi 

salah satu pihak), seperti akad kafalah 

(penanggungan). Akad ini menurut sifatnya 

merupakan akad tidak mengikat sebelah pihak, yaitu 

tidak mengikat kreditor (pemberi hutang) yang 

kepadanya penanggung  diberikan. Kreditor dapat 

secara sepihak membatalkan akad penanggungan, dan 

membebaskan penanggung dari konsekunsinya. Bagi 

penanggung (al-Kafil) akad tersebut mengikat 

sehingga ia tidak dapat membatalkannya tanpa 

persetujuan kreditor.  

- Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung 

dengan hak khiyar baru mengikat tatkala hak khiyar 

berakhir. Selama hak khiyar belum berakhir, akad 

tersebut belum mengikat.
31
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c. Berakhirnya Akad 

a) Berakhirnya akad karena fasakh (pembatalan) 

1) Batal karena akadnya rusak 

2) Batal karena hiyar 

3) Batal karena Iqalah (persetuan kedua belah pihak) 

4) Batal karena tidak bisa dilaksanakan 

 5) Batal karena habisnya masa yang disebutkan dalam 

akad atau tujuan akad telah terwujud 

b) Berakhirnya akad karena pelaku meninggal 

c) Berakhirnya akad karena tidak adanya persetujuan dalam 

akad yang mauquf (ditangguhkan). 
32

 

 

C. Sebab dan Akibat dalam  Kredit Macet di PNPM Mandiri 

Pontang 

Dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang bisa 

mempengaruhi kredit macet antara lain: 
33

 

Kemacetan pembiayaan dari nasabah diakibatkan dua hal 

yaitu: 
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1. Adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja tidak 

membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan 

yang diberikannya dengan sendiri macet. 

2. Adanya unsur tidak sengaja, artinya nasabah memiliki 

kemampuan untuk membayar akan tetapi tidak mampu 

dikarenakan uasaha dibiayai terkena musibah seperti 

kebanjiran atau kebakaran. Untuk mengatasi pembiayaan 

yang macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, 

sehingga tidak akan menimbulkan kerugian 

Menurut penjelasan pihak UPK PNPM Mandiri di 

Kecamatan Pontang adalah Karakter Nasabah, Karakter 

merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari 

orang orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat 

dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur 

dapat dilihat dari latar belakang sinasabah, baik yang bersifat 

latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Dari sifat 

dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan 

nasabah untuk membayar. 

Terdapat dua faktor umum penyebab debitur melakukan 

kredit macet yaitu faktor keluarga dan faktor usaha.  
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a. Faktor keluarga 

Faktor keluarga yaitu debitur melakukan wanprestasi 

karena adanya masalah keluarga seperti dana atau uang yang 

seharusnya dipergunakan untuk modal usaha namun 

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga yang 

lebih penting, seperti untuk membiayaai pendidikan anak, 

kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya, sehingga 

usahanya tidak jadi berjalan karena uangnya habis yang 

berdampak pada tidak lancarnya pengembalian kredit atau 

pengembalian tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan 

dalam perjanjian. 

b. Faktor usaha yaitu usaha yang dijalankan debitur mengalami 

penurunan omset karena berbagai hal seperti, persaingan 

usaha, manageman usaha yang tidak baik dan sebagainya.
34
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